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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) meliputi Kkegiatan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Narasumber terdiri dari
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Teknik analisis data dimulai dari
pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta verifikasi dan penegasan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat belum sepenuhnya
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan
alokasi dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada akuntabilitas
tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa telah
sesuai dengan peraturan. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD
pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani pada penerapannya belum berpedoman
pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. . Dimana penerapan transparansi
dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Perkebunan Amal Tani belum
sepenuhnya baik dikarenakan adanya keterbatasan masyarakat dalam
mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya
informasi di papan informasi yang ada di desa mengenai kas masuk dan kas
keluar.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD).



ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the principles of Transparency and
Accountability of the Village Government in the Management of Village Fund
Allocation (ADD) including administration, reporting and accountability
activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive
approach. Data collection techniques used documentation, interviews and library
research. The resource persons consisted of the Village Head, Village Secretary,
Village Treasurer. The data analysis technique starts from data collection, data
reduction, data presentation and verification and confirmation of conclusions.
The results of this study indicate that the government of Perkebunan Amal Tani
Village, Sirapit District, Langkat Regency has not fully implemented the
principles of transparency and accountability in the management of village fund
allocations according to Permendagri Number 113 of 2014. In the accountability
stage, the administration, reporting and accountability of the allocation of village
funds are in accordance with the regulations. In implementing the transparency of
ADD management, the Perkebunan Amal Tani Village government has not been
guided by Permendagri Number 113 of 2014. Where the application of
transparency in the management of village fund allocations in the Amal Tani
Village is not fully good due to the limitations of the community in obtaining
information regarding the management of village fund allocations such as the
absence of information on the information board in the village regarding cash in
and cash out.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation (ADD).
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang
saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini
disebabkan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, yang menyebabkan perlunya
penggunaan akuntansi untuk mencatat dan menginformasikan kinerja pemerintah.

Akuntansi  pemerintahan ~ memiliki 3  tujuan utama yaitu
pertanggungjawaban, manajemen dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang
diupayakan oleh pemerintah merupakan wujud pemberian informasi atas setiap
aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah
selama satu periode.

Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan
untuk proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanakan,
pengawasan dan evaluasi Kkinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga
diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh aparat
pengawasan fungsional secara efisien dan efektif.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban
pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan
prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018).
Akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan

publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata



kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan publik dan pertanggungjawaban bukan hanya
sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.
Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya
mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah
negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada
negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa
kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan
kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan
oleh kemajuan desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu
pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi
keuangan menuju desa yang mandiri (Wida et al., 2017).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk
menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan
keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya
gotong royong masyarakat (Khasanah & Marisan, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah
mengatur keuangan desa serta aset desa dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat diantaranya yang bersumber dari pendapatan asli daerah,

adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan



kabupaten/kota dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah, atau donasi
Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa
adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan
pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah
dan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh
kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyatakan bahwa "Alokasi
Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab 2 Ayat 2, “Pengelolaan
keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” Hal ini menunjukkan bahwa
keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Julita dan Abdullah (2020) mendefenisikan transparansi sebagai
prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Tandililing (2019), transparansi adalah salah satu aspek mendasar
bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya
keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses
penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi

penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan



berbagai indikator lainnya.

Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh
pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang
pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi politik
dengan cara meningkatkan pembangunan desa (Maya Sari, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur
keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada
masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya
kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota
dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Salah satu bentuk
transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi
Dana Desa (ADD). Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih alokasi
dana desa dikarenakan tujuannya hampir sama dengan dana desa yaitu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
Namun dalam hal ini antara dana desa dan alokasi dana desa hanya memiliki
perbedaan disumbernya yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan
Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD.

Permasalahan yang ada di Desa Perkebunan Amal Tani adalah kurang
transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana
tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan
desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain
papan pengumuman. Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dapat dibuktikan dengan hasil



wawancara di kantor Desa Perkebunan Amal Tani yaitu belum mengoptimalkan
sistem transparansi yang seharusnya diterapkan. Dimana perangkat desa tidak
memaparkan kegiatan pencatatan kas masuk ataupun kas keluar serta tidak ada
papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi
Dana Desa.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, “Analisis Transparansi dan
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka
dapat diidentifikasi masalah tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengeloaan
Alokasi Dana Desa yang terjadi pada Pemerintah Desa Perkebunan Amal Tani
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :

1. Kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan
desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes, dan tidak diperbolehkannya
masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara lengkap.

2. Tidak terdapatnya papan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran

Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang ADD.



1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, aktivitas dan kemampuan yang dimiliki
peneliti, maka peneliti membatasi kajian masalah untuk menghindari
penyimpangan dan hanya terfokus pada masalah yang ada. Oleh karena itu penulis
menyajikan batasan masalah yaitu pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada

transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014?

2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit

Kabupaten Langkat



1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan pengetahuan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan alokasi dana desa pada desa serta juga diharapkan sebagai
sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di
bangku perkuliahan.

b. Sebagai pedoman dan referensi untuk pertimbangan pada penelitian-
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta menjadi pertimbangan
dalam penelitian lebih lanjut terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran serta dapat
menambah pengalaman dan wawasan mengenai prinsip transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada Desa
Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

b. Bagi Desa
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil setiap
kebijakan dalam mengelola alokasi dana desa agar dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa

Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat



c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini Kiranya dapat menjadi bahan masukan dan pembanding
kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama

di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh Miftahuddin dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa
Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)” sedangkan penelitian ini
berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan
Sirapit Kabupaten Langkat.” Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada:
1. Variabel Penelitian
Penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana desa sedangkan pada
penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Waktu Penelitian
Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini
dilakukan pada tahun 2023.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian terdahulu dilakukan pada Desa Panggungharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian ini dilakukan

pada Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan adalah pihak principal yang memberikan mandat
kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama
principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan
daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah
dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah
rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat
desa lainnya (Widagdo dkk, 2016). Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor
publik khususnya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Organisasi
sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang
banyak. Hubungan teori agensi terhadap akuntabilitas adalah memberikan
informasi dari pusat kepada daerah yang mana data-data dana desa atau data
alokasi dana desa bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses
pengelolaan dana desa, teori keagenan ini bertujuan untuk mempermudah
masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam proses pengelolaan dana desa.
Secara umum pada teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan
atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal

dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent.



2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan yang menjelaskan tentang pengaruh perilaku kepatuhan di
dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka
anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat
terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui
moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap
sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti
mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk
melihat perilaku. Dengan konsep tesebut pemerintah desa dalam mengelola Dana
Desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat pemerintah. Teori
kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa
dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan
keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya
pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan
pemerintah desa akan mewujudkan Good Governance. Apabila Kkinerja
pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.
Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan

masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.3 Teori Good Governance

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang
meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi
dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan
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kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak
hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara
mereka. Ulum dan Sofyani (2016) mengungkapkan bahwa good governance
meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial.
Good governance juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan
kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat
diterima oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini menganut prinsip Good
Governance berdasarkan persepsi Komite Nasional Kebijakan Governance
sebagai berikut:

1. Transparancy (Keterbukaan Informasi)

Prinsip transparansi merupakan keterbukaan atau kemudahan akses
informasi meliputi program, kinerja, serta keuangan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan secara jelas, benar dan mudah dipahami. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 prinsip transparansi dilakukan dengan
memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah
daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga: dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan
menghasilkan ~ opini  audit wajar tanpa pengecualian; dan dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan

pendidikan.
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2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas  merupakan prinsip yang menjamin terciptanya
pertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaksana kepada pihak yang terkena
dampak kebijakan atas setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Akuntabilitas
merupakan penilaian atas kondisi seseorang oleh orang lain mengenai performa
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung
jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan disekolah
berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di
dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga terhadap prinsip korporasi yang
sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independency (Kemandirian)

Independency (kemandirian) merupakan suatu kondisi dimana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan, pengaruh, serta
tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan kebijakan, peraturan,
perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara
berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku di dalam
memenuhi hak-hak pihak-pihak berkepentingan. Prinsip keadilan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses

pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta atau calon
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peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin,
serta kemampuan atau status sosial dan ekonomi. Pada bagian pendanaan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun
2008, besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2.1.4 Pendapatan, Belanja Desa dan Pembiayaan
a. Pengertian Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa. Sedangkan rekening desa merupakan rekening tempat penyimpanan
uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk
membayar seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan.Dalam
Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 20 yang menjadi pedoman
pengelolaan keuangan desa, desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.
Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 dikatakan bahwa
sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :
1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota

5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
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6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketigadan lain-lain
pendapatan yang sah.

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dibagi atas beberapa kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
a) Hasil usaha desa antara lain : hasil bumdes, tanah kas desa
b) Hasil aset antara lain : tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, jaringan irigasi
c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
d) Lain-lain pendapatan asli
2. Transfer
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :
a) Dana Desa (APBN)
b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
Daerah
c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD

Provinsi; dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, Belanja Desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 dijelaskan bahwa
belanja desa diproritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.
Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer,
pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Melainkan boleh sesuai dengan kebutuhan desa yang telah disepakati dan
diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat. Klasifikasi
Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

a) Belanja Operasional
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap
dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa sertatunjangan BPD
yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
b. Belanja Barang
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian dan
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan. Belanja barang yang dimaksud antara lain: (a) alat tulis
kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e)
cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan
peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan

atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (1) honorrarium narasumber
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(m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (0) insentif Rukun
Tetangga/Rukun ~ Warga dan; (p) pemberian barang pada

masyarakat/kelompok masyarakat.

b) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya 12 (dua
belas) bulan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan;
5. Belanja Tak Terduga.
c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:
1. Penerimaan Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
SiLPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

daripada realisasi belanja;
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2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.
b. Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana anggaran berkenaan.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa
Pengeluaran Pembiayan terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.
Peraturan desa paling sedikit memuat :
(@) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
(b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
(c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
(d) Sumber dana cadangan dan;

(e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa
Anggaran memiliki karakteristik, yaitu :
a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain

keuangan.
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b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau
beberapa tahun.

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yangberwenang
lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengertian dari
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari
bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara
proporsional. Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa
paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi
Khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai dengan Permendagri No 113
Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan.
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Tujuannya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,
agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan
demikian desa dapat mewujudkanpengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam
Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan
bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum
tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa
yang dimuat dalam Permendagri 37 Tahun2007. Selain itu pengelolaan alokasi
dana desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No
205/PMK.0O7/2019 Pasal 02 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :

a) Penganggaran

b) Pengalokasian

c) Peyaluran

d) Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

e) Pedoman penggunaan

f) Pemantauan serta evaluasi

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik
pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai

berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang
APBDesa.

2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
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3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, terukur dan
terkendali yang mempunyai dampak pada masyarakat.

4. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari
tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Tujuan dari pemberian alokasi
dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi

lemah/miskin.
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2.1.6 Transparansi
a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang
keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Arfan Ikhsan, dkk (2018), transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan,
penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga
audit yang independent.

Menurut Wahyu (2018) transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas
aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama
informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan
mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas
kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang
terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisika,
informasi dan penjabarannya.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat
terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan informasi tersebut.
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Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang menjadi pemangku. Transparansi pengelolaan keuangan
publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi
sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi publik tersebut akan
memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat
menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang
dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan
manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara
manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain
yang terkait. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran
yaitu :

1. Mencegah korupsi

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih
mampu mengukur kinerja pemerintah

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk
memutuskan kebijakan tertentu

5. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk
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Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi- fungsi
pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak
bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparan menjadi elemen
penting yang dapatmenyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

b. Indikator Transparansi
Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan

Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator

yang terdiri dari :

1. Kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang
dijalankan.

2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Laporan realisasi & laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi

peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
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2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat antara lain: papan pengumuman radio komunitas dan media
informasi lainnya.

3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

2.1.7 Akuntabilitas
a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Pedoman Asistensi
Akuntansi Keuangan Desa mengatakan bahwa “Akuntabilitas yaitu perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah
desa harus dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
dari rencana strategis pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan.

Menurut Arfan Ikhsan., dkk (2018), Akuntabilitas berorientasi pada hasil,

mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan
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menerangkan Kinerja organisasi atas keberhasilanatau kegagalan suatu program

yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Aziz & Prastiti (2019), Akuntabilitas merupakan salah satu
prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian program yang
dirancang dan dijalankan oleh pemerintah sebagai kepentingan masyarakat.

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah
sebuah pertanggungjawaban yang dikepalai oleh seorang pemimpin di mana hasil
dari pertanggungjawaban itu sesuai dengan acuan, pedoman dan ketentuan yang
ada. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada
masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan Kkinerja
pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas, dapat diklasifikasikan
menjadi beberapa indikator akuntabilitas yaitu :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi pembuatan sebuah
keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang
membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-
nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan
sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku,
adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, konsisten
maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun

prioritas dalam mencapai target tersebut.
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2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi penyebaranluasan infomasi
mengenai suatu keputusan melalui media massa maupun media komunikasi
personal, akurasi dankelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-
cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu
keputusan setelah keputusan dibuatdan mekanisme pengaduan masyarakat
dan ketersediaansistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah

dicapai oleh pemerintah.

b. Indikator Akuntabilitas
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang
Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk
pengukuran penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin
akuntabilitas adalah :
1) Penatausahaan dilakukan oleh Sekretaris Desa
Sekretaris Desa memegang peran penting, baik dalam penataan
administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana
teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib
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3)

4)

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Sekretaris Desa setiap
bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya

. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas adalah :

1)

2)

3)

4)

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan
semester akhir tahun

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya

. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin

akuntabilitas adalah :

1)

2)

3)

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun akhir
anggaran

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri
dari pendapatan, belanja dan pembiayaan

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

ditetapkan dengan Peraturan Desa No 24 Tahun 2015
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Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat
mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu
organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi,
rencana kinerja dan program kerja tahunan dengan tetap berpegang pada
Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi
peraturan berikut yang tertuang dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014)

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD diinfromasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media

informasi lainnya.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Nama/Tahun | Judul Penelitian Model Hasil Penelitian
Analisis

1 | Nahruddin Akuntabilitas dan | Deskriptif | Hasil penelitian

(2014) Transparansi Kuantitatif | menunjukkan bahwa
Pengelolaan akuntabilitas pengelolaan
Alokasi Dana dana alokasi berjalan dengan
Desa di Desa Pao baik dari keseluruhan
— Pao Kecamatan dimensi, termasuk dalam
Tenete Rilau dimensi transparansi yang
Kabupaten Barru. menunjukkan pengelolaan

dana alokasi desa berjalan
transparan hal ini terjadi
karena adanya informasi
yang mudah diakses serta
komunikasi yang baik oleh
perangkat desa sehingga
pengelolaan alokasi dana
desa dianggap transparan.
Hal yang sama terjadi pada
dimensi reabiliy,
responsibilitas dan
responsivitas berjalan dengan
baik tetapi pada dimensi
control masih termasuk
kategori cukup baik dan
perlu dioptimalkan untuk
menunjang akuntabilitas
pengelolaan dana desa.

2 | Sri Lestari Analisis Deskriptif | Hasil dari penelitian
(2017) Akuntabilitas Kualitatif menunjukkan bahwa

Pengelolaan akuntabilitas pengelolaan
Alokasi Dana pada desa yang ada di
Desa (Add) (Studi kecamatan tersebut sudah
Kasus Di Wilayah sesuai dengan prinsip yang
Kecamatan ada.

Banyudono)

3 | Leonardo Analisis Deskriptif | Manajemen keuangan di
Yosua Pengelolaan Dan | Kualitatif Desa Kolongan sudah cukup
Liando, Linda | Pertanggungjawa baik. Pengelolaan keuangan
Lambey, ban Anggaran yang ada di Desa Kolongan
Heince R.N | Pendapatan Dan sudah mengikuti prosedur
Wokas (2017) | Belanja Desa Di pengelolaan keuangan

Desa Kolongan berdasarkan UU. No. 6
Kecamatan Tahun 2014 tentang Desa
Kombi Kabupaten dan telah sesuai dengan
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No | Nama/Tahun | Judul Penelitian Model Hasil Penelitian
Analisis
Minahasa Undang-undang tersebut.
Namun terdapat masalah di
laporan pertanggungjawaban
bukan pada prosedurnya
tetapi pada Aparat Desanya
saja dikarenakan dengan
adanya mekanisme pelaporan
4 | Robiansyah Akuntabilitas, Deskriptif | Hasil dari penelitian
Eka Pratama | Transparansi, dan | Kualitatif menunjukkan bahwa
(2018) Partisipasi dalam pengelolaan dana desa di
Pengelolaan Dana desa yang ada di Kecamatan
Desa (Studi Natar Kabupaten Lampung
KasusPada Desa Selatan cukup baik untuk
di Kecamatan menerapkan prinsip dan
Natar Kabupaten aturan mengenai
Lampung akuntabilitas. Namun, untuk
Selatan) prinsip transparansi, dan
partisipasi dalam pengelolaan
dana desa masih belum
maksimal dilaksanakan baik
dari sisi pemerintah desa
maupun dari sisi masyarakat
5 | Arna Suryani | Akuntansi Dan Deskriptif | Hasil penelitian yaitu
(2018) Pengelolaan Dana | Kualitatif pemerintah desa sudah
Desa (Studi Kasus menerapkan pencatatan
Desa Sungai akuntansi yang baik dan
Gelam pengelolaan dana desa sudah
Kecamatan baik sudah menerapkan
Sungai Gelam sesuai dengan peraturan
Kabupaten Muaro Bupati Muaro Jambi.
Jambi
6 | Masiyah Akuntabilitas Deskriptif | Perencanaan dan
Kholmi Pengelolaan Kualitatif pelaksanaan ADD di desa
(2020) Alokasi Dana Kedungbetik dapat
Desa Studi di dikatakan akuntabel.
Desa Perencanaan ADD
Kedungbetik didasarkan usulan program
Kecamatan dari dusun dan dievaluasi
Kesamben melalui forum masyarakat di
Kabupaten tingkat desa.
Jombang
7 | Silvya Transparansi Deskriptif | Pelaksanaan transparansi
Yulianti Pengelolaan Kualitatif alokasi dana desa Bangun
(2020) Alokasi Dana Mulya terlaksana dengan

Desa Bangun
Mulya Kecamatan
Waru Kabupaten
Panajam Paser
Utara Tahun 2018

baik namun masih belum
optimal bisa dilihat dari
beberapa program
pembangunan desa yang
sudah berjalan namun
diperlukan perbaikan.

Sumber: Penulis, 2023
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2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang
diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya
yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana
Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk
pembangunan desa tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaran  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas  dalam
pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk
memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan Kinerja atas suatu tindakan
yang dilakukan pemerintahan daerah kepada masyarakat dengan menunjukkan
tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai atau yang telah ditetapkan.
(Mardiasmo, 2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi
sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi
pemerintah maupun publik.

Dalam tahap transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci seberapa banyak
pendapatan dan juga pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Pendapatan desa
berasal dari pajak dan dana transfer juga harus akuntabel yang diungkapkan dalam
informasi yang baik melalui papan informasi di kantor desa ataupun melalui rapat

evaluasi musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal itu belum maksimal

31



diterapkan oleh pemerintah desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan
Sirapit Kabupaten Langkat.

Alokasi Dana Desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin
daerah serta masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih
meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik
maka, hasil pembangunan juga terlihat jelas dan dan juga sebaliknya. Berdasarkan

uraian diatas kerangka berpikir konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pengelolaan Keuangan ADD
Desa Perkebunan Amal Tani

v v

Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban
| |
\ i
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas
menggunakan

"

Permendagri No 113 Tahun 2014
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan
beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara
mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode
penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode
menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan
berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi. Sehingga dalam penelitian
ini akan memaparkan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
alokasi dana desa (ADD) dengan menggunakan indikator transparansi dan
akuntabilitas yang telah ditentukan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dengan
mudah mengkaji masalah pada subjek sehingga nantinya menghasilkan data

deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan data sekunder.
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Tempat penelitian ini adalah di Desa Perkebunan Amal Tani
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tepatnya pada Kantor Desa
Perkebunan Amal Tani. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena
tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di wilayah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten
Langkat perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya laporan anggaran
yang akuntabel dan transparan.
3.2.2 Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai

dengan penelitian ini selesai. Berikut waktu penelitian yang penulis

rencanakan :
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian
2023
No Kegiatan 2024
Feb | Mar- | Jun | Jul | Agt- | Okt-|Des| Jan-| Mar- | Mei
Mei Sep | Nov Feb| Apr
1. | Pengajuan Judul
) Penyusunan
" | Proposal
3 Bimbingan/ Acc

Proposal

4. | Seminar Proposal

Penyusunan
> Skripsi

Bimbingan
° Skripsi

7. | Seminar Hasil

8. | Sidang Meja Hijau -

Sumber: Penulis, 2023



3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
primer yaitu data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan
atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui
wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara sebagai
pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan
tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi
dana desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten
Langkat.
3.3.2 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Sumber
data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian yang
secara tidak langsung melalui media perantara pada umumnya dapat berupa
bukti, catatan, majalah, artikel, laporan baik yang dipublikasikan dan yang
tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-
dokumen pemerintahan desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan
Sirapit Kabupaten Langkat diantaranya dokumen data kependudukan, jumlah
penduduk, struktur organisasi, struktur organisasi badan permusyawaratan
desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan rincian

realisasi alokasi dana desa.
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3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih peneliti yaitu
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan
Dana Desa di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten
Langkat maka peneliti mengelompokan variabel yang digunakan dalam
penelitian ini menjadi variabel independen dan variabel dependen. Penelitian
ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu: variabel independen
transparansi dan akuntabilitas serta variabel dependen alokasi dana desa.
3.4.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang dijabarkan pada suatu
variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan sehingga

dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat

diukur.
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator
Transparansi Dalam Peraturan Menteri Dalam 1. Penyedia dan akses
Pengelolaan Negeri Republik Indonesia Nomor 113 | suatu informasi yang jelas
Dana Desa Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 7 tentang tentang perencanaan,
pedoman Pengelolaan Keuangan prosedur pelaksanaan, dan
Daerah dikatakan transparan adalah prosedur
prinsip keterbukaan yang pertanggungjawaban
memungkinkan masyarakat untuk 2. Keterbukaan informasi
mengetahui dan mendapatkan akses yang berkaitan dengan

info seluas-luasnya tentang keuangan dokumen pengelolaan




Variabel Definisi

Indikator

daerah. Dengan adanya transparansi
menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
dicapai. Transparansi juga memiliki
arti keterbukaan organisasi dalam
memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang
menjadi pemangku kepentingan.
(Mahmudi, 2016)

dana desa
3. Pengumuman mudah
didapatkan

Akuntabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan

Dana Desa praktik-praktik pemerintahan yang
baik. Asas-asas pengelolaan keuangan
desa sebagaimana tertuang dalam
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
yaitu transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran. Tujuan utama dari
konsep akuntabilitas adalah untuk
mengetahui pertanggungjawaban tim
pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) kepada masyarakat,
dimana kepala desa sebagai
pertanggungjawab utama dan seluruh
anggota organisasi desa yang berperan
besar dalam mengelola alokasi dana
desa sesuai dengan bidang
kemampuannya masing-masing.
(Permendagri No 113 Tahun 2014)

1. Kejujuran dan
keterbukaan informasi

2. Ketepatan peyampaian
laporan

3. Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
ADD

Pengelolaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Alokasi Dana Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1
Desa Avyat 6 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa menjelaskan bahwa pengelolaan
keuangan desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan
desa. (Permendagri No 113 Tahun
2014)

1. Tahap penatausahaan
2. Tahap pelaporan

3. Tahap
pertanggungjawaban

Sumber: Penulis, 2023
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik dengan melihat langsung data-data
ataupun catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan
dengan membuat salinan atau pencatatan dari arsip resmi atau asli dari
pemerintah desa yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi
materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa dan
bendahara desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam
terhadap subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat namun hanya
memuat poin-poin penting terkait Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi

Dana Desa. Adapun informannya antara lain:

a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepelikin kekayaan milik desa yang
dipisahkan.

b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.



2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya.

3. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima,
menyimpan,  menyetorkan/membayar, = menatausahakan,  dan
mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data
sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis
dari kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data
dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan membaca
dari buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan judul

penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian pada transparansi dan akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa memerlukan tahapan
analisis yang menggunakan teknik menggambarkan atau menginterpretasikan arti
dari data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam hasil
wawancara dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan
situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara

umum dan menyeluruh mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
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Teknik analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu

sebagai berikut:

1.

Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan
wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai
dengan membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugus-
gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan
data/informasi yang tidak relevan.

Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)
Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis
data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan
makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan
kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Masalah reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran
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keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang
terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam
bentuk Kkata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan,
pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian
diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap
dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan
menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari
lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya
melalui metode wawancara yang didukung dengan dokumentasi dan studi

kepustakaan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian
a. Letak Geografis Desa

Objek pada penelitian ini adalah Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan
Sirapit Kabupaten Langkat. Secara geografis Kabupaten Langkat sebagai salah
satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang terletak 3°14°00”—
4°13°00” Lintang Utara, 97°52°00” — 98° 45°00” Bujur Timur dan 4 — 105 m dari
permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas + 6.263,29 Km2
(626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan
Definitif.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan salah satunya Kecamatan
Sirapit yang memiliki luas wilayah 98,50 Km2, kecamatan ini terdiri dari 10 desa.
Salah satu satu desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Perkebunan Amal
Tani. Secara geografis Desa Perkebunan Amal Tani tidak berbatasan dengan laut
dan di luar kawasan hutan. Luas daerah wilayah desa 3.187 Ha. Secara
administratif Desa Perkebunan Amal Tani berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bali
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebertung
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Semikat

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumber Jaya
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b. Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Desa Perkebunan Amal
Tani terdiri dari 1.710 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki

dengan perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Perkebunan Amal Tani
No Keterangan Jumlah Penduduk
1 Laki-laki 897 Jiwa
2 Perempuan 813 Jiwa
Jumlah 1.710 Jiwa

Sumber: Data Desa Perkebunan Amal Tani, 2021

¢. Sarana Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan
merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang
nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan
pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa telah didukung dengan sarana

pendidikan.
Tabel 4.2
Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta

No | Fasilitas Pendidikan Jumlah
1 | TK/PAUD 1 unit
2 |SD 1 unit
3 | SLTP Negeri/Swasta - Unit

4 | SMU Negeri/Swasta - Unit

5 | SMK Swasta - Unit

Sumber : Data Desa Perkebunan Amal Tani,2021



4.1.2 Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani

BPD

IMANUEL TARIGAN

Kepala Desa

JAKASEMBIRING

Sekretaris
BAKTI SITEPU
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Kaur Tata Usaha
DWI FEBRIANTI

Kaur Perenacanaan
LAKSANAPINEM

Kaur Keuangan
AMALIAH

Kasi Pemerintahan
EKAMULIANTAP

Kasi Kesejahteraan
TARZAN GINTING

Kasi Pelayanan
AHMADIASAN

KEPALA DUSUN

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Perkebunan Amal Tani

tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Bagian struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten. Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama

Badan Permusyawaratan Desa.



Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina perekonomian desa.

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatuif.

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

untuk mewakilinya sesuai dengan peratuiran perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4, BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. Fungsi BPD antara lain :

a.

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala
desa
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Sekretaris Desa

Kedudukan Sekretaris Desa :
Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan Sekretariat Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat desa;
Kedudukan Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah

sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
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C.

Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan / Koordinator Sekretariat Desa,

secara umum membawahi Staf Sekretariat Desa yang terdiri atas :

1) Kaur Keuangan Desa;

2) Kaur Tata Usaha Dan Umum;

3) Kaur Perencanaan.

Tugas Sekretaris Desa :

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan desa. Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa juga

bertugas :

a.

b.

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan
Perubahan APBDes;

Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDes;

Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes;
Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD desa;

Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;

Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
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h. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);

I. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Fungsi Sekretaris Desa :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, dan ekspedisi;

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan
umum;

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi  sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan Keuangan Desa

Kepala urusan keuangan atau biasa disingkat Kaur Keuangan adalah
perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang
membidangi urusan keuangan desa. Kedudukan Kaur Keuangan dalam
pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan

dalam struktur PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
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Tugas: Membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam
urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur
Keuangan Desa juga bertugas:

a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);

b. Menggali pendapatan desa;

c. Pelaksana pungutan desa;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan
atau Sekretaris Desa

Fungsi Kaur Keuangan :
a. Pengurusan administrasi keuangan;
b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
c. Verifikasi administrasi keuangan, dan
d. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.
5. Kepala Tata Usaha Dan Umum
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat.
Tugas :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan;

b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa

dan atau Sekretaris Desa.
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Fungsi :
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
f. Penyiapan rapat-rapat;
g. Pengadministrasian aset desa;
h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
I. Pengadministrasian perjalanan dinas;
J. Melaksanakan pelayanan umum.
6. Kepala Urusan Perencanaan
Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
Tugas :

a. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan;

b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa
dan atau Sekretaris Desa.

Fungsi :

a. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

b. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

c. Menyusun RAPBDes;

d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
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e. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
f.  Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan
rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
g. Menyusun laporan kegiatan Desa;
h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
b. Menyusun rancangan regulasi desa;
c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
I. Melakukan tugas — tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :



a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial
budaya;
b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
ekonomi;
c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
lingkungan hidup;
e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
pemberdayaan keluarga;
f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang
pemuda, olah raga dan karang taruna;
9. Kepala Seksi Pelayanan
Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat Desa;
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan
ketenagakerjaan masyarakat Desa;
e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;

f.  Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;



g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

I. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

10. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dusun memiliki
fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ditegaskan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membuat
peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa
bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan
desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi diu desa dan sifatnya mengikat bagi

seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi
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desa tersebut. Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam
menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan
Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi

yang berkembang dalam Masyarakat.

4.1.3 Visi dan Misi Desa
1. Visi Desa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa dalam
menjalankan program pembangunan desa harus mengaju kepada RPJMDes dan
RKPDes. Penyusunan RPJMDes merupakan bagian dari penjabaran Visi dan Misi
Kepala Desa terpilin. Kepala Desa diberikan wewenang untuk menjalankan
program pembangunan di Desa baik dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan
pelaksanaan pembangunan Desa. Berikut visi Desa Perkebunan Amal Tani yang
telah disepakati, “Terwujudnya Desa Yang Lebih Maju, Cerdas, Serta
Sejahtera Yang Berbasis Pada Sektor Perkebunan Dengan Berlandaskan Iman
dan Taqwa”
2. Misi Desa

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar visi desa dapat tercapai. Misi
merupakan tujuan dari sasaran yang ingin dicapai, hal ini agar suatu visi dapat
berjalan lebih fokus. Misi merupakan sebuah implementasi dari visi. Misi
menjelaskan mengapa sesuatu itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana

melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh orang atau



instansi/organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal arah program serta hasil yang di peroleh di masa mendatang.

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

Adapun misi Desa Perkebunan Amal Tani adalah :
Meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan profesionalisme
perangkat desa.
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa
Meningkatkan dan memantapkan desa membangun
Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai di lingkungan desa
dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

4.2 Analisis Data

4.2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014

mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor

37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan

tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan

keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance). Hal yang menjadi perhatian penting dalam good

governance yaitu transparansi dan akuntabilitas.
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Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber pendapatan yang akan dibahas
dalam penelitan ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang
Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan
diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun
Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk

diberikan kepada desa.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang — undangan.
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Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan,

orang

pembuatan, dan pelaksanaan seta hasil yang dicapai.

untuk  memperoleh  informasi

Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.3 berikut :

Indikator Kesesuaian Transparansi

Tabel 4.3

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

tentang

proses

Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S =
Sesuai, TS = Tidak
Sesuai)
1. Kegiatan Pencatatan Kas Pencatatan kas masuk dan
masuk maupun keluar dapat keluar tidak bisa diakses oleh TS
diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta tidak terdapat
masyarakat. Serta ada papan papan pengumumantentang
pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan
kegiatan yang sedang untuk menjalankan sebuah
dijalankan. kegiatan.
2. Laporan realisasi dan Laporan realisasi dan laporan
pertangungjawab realisasi pertangjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes pelaksanaan APBDes belum
diinformasikan kepada diinformasikan kepada TS
mayarakat secara tertulis dan masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang dengan media informasi yang
mudah diakses oleh diakses dengan mudah
masyarakat. oleh masyarakat.
3. Laporan Realisasi dan Tahun-tahun sebelumnya
Laporan Pertanggungjwaban sesuai informasi dari Sekdes
Realisasi Pelaksanaan ADD Laporan Realisasi dan Laporan
disampaikan kepada Pertanggungjawaban Realisasi S
Bupati/Walikota melalui camat. | Pelaksanaan ADDdisampaikan
kepada Bupati/Walikota
melalui camat.

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023
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Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di
Desa Perkebunan Amal Tani beberapa sudah sesuai dengan indikator Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun ada salah satu yang tidak
sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat maupun peneliti dalam
mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan desa dikarenakan aparatur
desa tidak ingin memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada
masyarakat atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh

pihak-pihak terpenting saja.

4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan
kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Perkebunan Amal Tani pada
penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai prosedur tata cara
pengelolaan ADD dimana melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap
ADD dibuatlah Laporan Realisasi. Laporan Realisasi adalah bentuk

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa
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yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah
pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara
terperinci yang ditujukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat
menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah
dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.
a. Tahap Penatausahaan

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyatakan bahwa,
penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan
setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku
Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil
pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa
selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling
lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya. Dengan
tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah.

Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014

Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai,
TS = Tidak Sesuai)
1. Penatausahaan dilakukan Penatausahaan di Desa
oleh Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani S

telah dilakukan oleh
Bendahara Desa
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Indikator

Hasil Wawancara

Keterangan (S = Sesuai,

TS = Tidak Sesuai)

2. Bendahara Desa wajib
melakukan pencatatan setiap

Setiap Pemasukan dan
Pengeluaran Kas,

benerimaan dan pengeluaran Bendahara selalu mencatat S
serta melakukan tutup buku dan melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tiap bulan secara tertib.
tertib.
3. Bendahara Desa wajib Laporan
mempertanggungjawabkan Pertanggungjawaban setiap
uang melalui laporan bulan disampaikan melalui S
pertanggungjawaban. laporan
pertanggungjawaban
bulanan oleh Bendahara.
4. Laporan Bendahara menyampaikan
Pertanggungjawaban laporan
disampaikan setiap bulan pertanggungjawaban setiap S

kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

bulan kepada Kepala Desa.

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh
kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perkebunan Amal
Tani sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa sebagai
fungsi untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum
dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

b. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan
keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada
pemerintah diatasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu
pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya  wajib
menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak

terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan
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khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama
laporan realisasi dana desa.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan
laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester
pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa
paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara
laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun

berikutnya. Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.5

berikut:
Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014
Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai,
TS = Tidak Sesuai)

1. Kepala Desa Laporan semester pertama

menyampaikan laporan dilaporkan kepada kepala

realisasi pelaksanaan Desa melalui Camat. S

APBDesa kepada Bupati/
Walikota berupa laporan
semester pertama dan
laporan semester akhir

tahun.
2. Laporan semester Laporan Realisasi semester
pertama berupa laporan pertama berupa APBDesa. S

realisasi APBDesa.

3. Laporan realisasi pelaksanaan| Laporan Semester | dilaporkan

APBDesa semester pertama oleh Kepala Desa kepada

disampaikan paling lambat Bupati melalu icamat pada S
pada akhir bulan juni tahun akhir bulan juni tahun berjalan

berjalan.

4. Laporan semester akhir Laporan semester akhir

tahun disampaikan paling tahun disampaikan pada S
lambat pada akhir bulan bulan Desember

Januari tahun berikutnya.

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023
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Berdasarkan dari tabel 4.5 di atas bahwa dalam tahap pelaporan
pengelolaan keuangan desa Perkebunan Amal Tani menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini
dapat dilihat bahwa Kepala Desa Perkebunan Amal Tani telah menyampaikan
seluruh laporan pelaksanaan APBDesa dan seluruh kegiatan mengenai APBDesa
dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama
minggu kedua di bulan Juli tahun berjalan.

c. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 bahwa, Kepala Desa
menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun
anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah
ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas
diantaranya sebagai berikut:

a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran berkenaan

b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun
anggaran berkenaan

c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk
ke desa.

Dalam hal ini tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Desa telah
sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai APBDesa dan telah

disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).
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Berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan dalam tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014

Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S =
Sesuai, TS = Tidak
Sesuai)
1. Kepala Desa menyampaikan | Kepala Desa sudah
laporan pertanggungjawaban menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa | pertanggungjawaban realisasi S
kepada Bupati/Walikota setiap | pelasanaan APBDes kepada
akhir tahun anggaran. Bupati setiap akhir tahun
anggaran.
2. Laporan Laporan pertanggungjawaban
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa S
realisasi pelaksanaan terdiri dari pendapatan, belanja,
APBDesa terdiri dari dan pembiayaan.
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
3. Laporan Laporan pertanggungjawaban
pertanggungjawaban realisasi realisasi pelaksanaan APBDes S

pelaksanaan APDesditetapkan
dengan peraturan desa

ditetapkan dengan peraturan
desa.

Sumber: Bendahara Desa Perkebunan Amal Tani, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat
pembahasan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat

sebagai berikut:
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4.3.1. Transparansi Alokasi Dana Desa

Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di
Desa Perkebunan Amal Tani terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa
Perkebunan Amal Tani sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2018 bahwa Laporan Realisasi dan Laporan
Pertanggungjwaban  Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui camat.

Transparansi yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah cukup
baik, namun ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat
peneliti melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDes seperti kurangnya akses
mengenai pengelolaan dana desa atau informasi mengenai dana desa dalam
melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDes
secara terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara memberikan
pengkodean laporan dana desa dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin
menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan dana desa, bagi mereka hal
tersebut hanya boleh diketahui orang-orang tertentu.

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Hanifah &
Praptoyo, 2015) bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan,
pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala
kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat
luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

daerah.
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Seharusnya transparansi yang dilakukan dengan memberikan informasi
mengenai laporan keuangan desa seluas-luasnya atau terperinci baik dari bentuk
laporan keuangan desa, cara pengkodeaannya dan penyusunannya kepada
masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya
tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat
kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap
publik. Jika transparansi tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang, teori dan
observasi maka desa tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Hal ini bisa
menyebabkan desa atau daerah tersebut kurang berkembang.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan yang
telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi
pada dana desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai
dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 maka menurut penulis hal-
hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan dana desa
agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka
pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-
pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun peraturan daerah

maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan dana desa.

4.3.2 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa
Perkebunan Amal Tani terlihat bahwa seluruh kegiatan yang mengenai
akuntabilitas mulai penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang
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Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi
kegiatan  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Luthfi Iznillah, dkk,
2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang pengelolaan keuangan desa.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Risya
Umami dan Idang Nurodin, 2017) bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap
pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan
telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan
pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan
terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani sudah baik,
dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari tahap
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018. Namun
ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti
yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa
mengenai pengelolaan alokasi dana desa salah satunya tidak adanya website,
rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor

publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi
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sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan
pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program
pengelolaan dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah
mulai diterapkan. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional
pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim
pelaksana desa.

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Perkebunan Amal Tani
adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola dana
desa yang telah menjalankan proses Akuntabilitas dana Desa dengan cukup baik
namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa
dan akuntabilitas dana desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui
studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Sirapit hal ini diharapkan
bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di desa dalam
rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta akuntabilitas keuangannya.
Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu pelatihan terkait

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dana desa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014
yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipastif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penerapan akuntabilitas yang dilakukan Desa Perkebunan Amal Tani
sudah baik, dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari
tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan
indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan observasi bahwa tidak adanya
media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai
pengelolaan alokasi dana desa salah satunya tidak adanya website dan rendahnya
pengetahuan masyarakat desa mengenai keuangan desa.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah
desa Perkebunan Amal Tani kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam
pengelolaaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan
informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam
pembangunan desa, kemudian masih banyaknya kekurangan masyarakat dalam
mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa baik secara
langsung maupun secara online dan kurangnya pemerintah desa melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.
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5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penelitian ini hanya membahas pengelolaan
teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu mengenai
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang
dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak
membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa.

Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana
desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam
musyawarah desa, baik dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
alokasi dana desa, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa.

Diharapkan dalam tahap pengelolaan alokasi dana desa di desa
Perkebunan Amal Tani harus menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal
tersebut sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme yang telah penulis jelaskan
Sebaiknya hal bersangkutan dengan ketiga mekanisme tersebut disampaikan
langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang
melibatkan masyarakat. Serta aparatur desa Perkebunan Amal Tani dapat
memanfaatkan media seperti papan informasi ataupun website desa, dan
penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan
masyarakat, untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa
maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan harapan memudahkan

masyarakat desa mengakses informasi tersebut.
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